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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
karunia-NYA sehingga penulis bisa menuliskan buku ini secara komprehensif.
Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi dan khazanah keilmuan untuk
pemerintah, lembaga pertahanan dan keamanan, sektoral swasta dan
masyarakat secara masif. Dimana hubungan sipil militer yang lebih mondial
menyentuh beragam aspek yang bisa menjadi suri teladan yang baik bagi
generasi penerus bangsa dalam mewujudkan kepentingan negara dan
berbangsa.

Buku ini secara garis besar menjelaskan tentang perspektif hubungan sipil
militer secara leksikal berdasarkan studi historikal. Perspektif hubungan sipil
militer dalam buku ini dijelaskan secara teoritis dengan berbagai teori yang
berkembang di dunia. Dimana Hubungan Sipil-Militer adalah satu perkara
yang amat penting bagi satu bangsa karena berpengaruh besar ketahanan
nasional suatu negara. Di dunia Barat yang berpaham liberal Hubungan Sipil
Militer senantiasa berarti supremasi Sipil atas Militer, sedangkan di Republik
Indonesia yang berhaluan Pancasila tidak dengan sendirinya Hubungan Sipil-
Militer berarti supremasi sipil atas militer. Bahkan dengan memperhatikan
bahwa Pancasila menekankan faktor kekeluargaan dan kerukunan justru tidak
ada supremasi satu golongan masyarakat atas yang lain, melainkan dalam
kebersamaan memperjuangkan dan mengusahakan hal yang terbaik bagi
bangsa, negara dan masyarakat.

Kami cukup menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Karena
itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi
perbaikan makalah di penyusunan makalah yang akan datang. Harapan kami
semoga makalah ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak.
Aamiin.

Bogor, Desember 2022

Penyusun
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BAB 1
DEFINISI HUBUNGAN SIPIL MILITER

A. PANDANGAN UMUM HUBUNGAN SIPIL MILITER

Hubungan Sipil-Militer adalah satu perkara yang amat penting bagi satu
bangsa karena berpengaruh besar ketahanan nasional suatu negara. Hal itu
juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Pengertian Hubungan Sipil-Militer semula
tidak dikenal di Indonesia dan baru dipergunakan setelah pengaruh dunia
Barat, khususnya yang berpandangan liberal semakin kuat. Mula-mula itupun
terbatas pada kalangan terpelajar yang banyak berhubungan dengan ilmu
sosial yang berasal dari dunia barat. Namun, lambat laun pengertian itu
menyebar pada semua kalangan dan sekarang sudah menjadi pengertian
yang diakui dan dipergunakan secara umum di Indonesia. Namun ada satu
perbedaan yang menonjol dalam penggunaan pengertian itu antara mereka
yang hidup dalam alam sosial barat dengan bangsa Indonesia yang menerima
dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Di dunia Barat yang berpaham liberal Hubungan Sipil Militer senantiasa
berarti supremasi Sipil atas Militer, sedangkan di Republik Indonesia yang
berhaluan Pancasila tidak dengan sendirinya Hubungan Sipil-Militer berarti
supremasi sipil atas militer. Bahkan dengan memperhatikan bahwa Pancasila
menekankan faktor kekeluargaan dan kerukunan justru tidak ada supremasi
satu golongan masyarakat atas yang lain, melainkan dalam kebersamaan
memperjuangkan dan mengusahakan hal yang terbaik bagi bangsa, negara
dan masyarakat.

Perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Sipil dan
Militer dalam pengertian Hubungan Sipil-Militer. Perkataan Sipil merupakan
satu pengertian yang menyangkut kewarganegaraan (Webste’s Ninth New
Collegiate Dictionnary: Civil: relating to citizens). Dapat dikatakan bahwa Sipil
adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat, atau warga
negara pada umumnya. Sedangkan perkataan Militer merupakan pengertian
yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. Secara kongkrit perkataan
Sipil di Indonesia adalah seluruh masyarakat, sedangkan perkataan Militer
berarti Tentara Nasional Indonesia, yaitu organisasi yang merupakan
kekuatan bersenjata dan harus menjaga kedaulatan negara Republik
Indonesia. Karena Sipil berarti masyarakat, maka sebenarnya Militer pun
bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, di Indonesia sebelum terpengaruh
oleh pandangan Barat dipahami bahwa TNI adalah bagian tak terpisahkan



BAB 2
PEMERINTAHAN DAN
HUBUNGAN SIPIL MILITER

A. MUNCULNYA PEMERINTAHAN

Seorang manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia tidak terlepas
dari peraturan dan norma sehingga kebebasan seseorang akan dibatasi oleh
kebebasan orang lain dan kemudian oleh Ibnu Khaldun disimpulkan bahwa
“manusia adalah makhluk sosial”. Sebelum mengenal pemerintahan yang
sekarang ini manusia hidup dalam suasana konflik untuk mempertahankan
diri sendiri. Pemaksaan dan pelanggaran hak orang lain dilakukan oleh
mereka yang kuat terhadap yang lemah. Hobbes menjelaskan konflik-konflik
itu sebagai suatu keadaan peran perang antara “semua melawan semua”.
Huru hara tidak bisa terhindarkan, mereka yang kuatlah yang menikmati
kebebasan. Sampai lahir kesadaran dari kalangan dari kalangan orang kuat
yang menjadi orang bijaksana untuk menciptakan situasi masyarakat yang
teratur dan bagaimana ketertiban itu dapat dipelihara. Pelaku tindak
kejahatan harus dihukum. Berdasarkan kesepakatan itu dibuatlah prinsip-
prinsip nilai yang kelak dapat dianggap sebagai aturan hukum dan sanksi-
sanksi bagi pelanggarnya yang disepakati bersama oleh semua anggota
masyarakat. Pada fase awal pemberian sanksi hukuman dilakukan melalui
tindakan penyiksaan fisik seperti potongan tangan, cambuk dan penyaliban.
Dalam perkembangan selanjutnya sejalan dengan pesatnya peradaban
manusia yang semakin menyadari makna harga dari keberadaan sebuah
pribadi yang tidak layak untuk ditukar mutlak dengan kesalahan atau
kejahatan yang telah dilakukannya, maka diciptakanlah institusi yang lebih
berfungsi sebagai usaha perbaikan atau rehabilitasi yaitu penjara. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa produk pertama dari pemerintahan
modern setelah dibuatnya “hukum” adalah penjara. Dari perspektif ini
munculnya suatu negara atau pemerintahan pada awalnya ketika lahirnya
kebutuhan bersama manusia akan ketertiban hidup dan aturan-aturan hukum
yang berlaku secara sah. Keberadaan suatu negara atau pemerintahan
tergantung kepada ada atau tidaknya hukum yang menjadi aturan
masyarakat di dalamnya. Artinya, tidak ada pemerintahan tanpa hukum, dan
tidak ada hukum tanpa pemerintahan. Hukum adalah jiwa dari setiap
kekuasaan negara.



BAB 3
POSISI MILITER DALAM
SISTEM DEMOKRASI

A. SEJARAH TNI DAN MILITER

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara adalah warga negara
yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara
guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara
Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI lahir di masa perjuangan
kemerdekaan Indonesia sebagai sebagai jawaban atas kebutuhan adanya
kesatuan tentara untuk merespon ancaman Belanda yang ingin menjajah
kembali Indonesia melalui konflik bersenjata. Negara Indonesia pada awal
berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Tanggal 18
Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk
menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP.
Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal
19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara
Kebangsaan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai
wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah
Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan
Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan bagian dari Badan Penolong
Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu
Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah
ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-
anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho. Badan Keamanan
Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan
diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara
sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di
daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai
panglima tertinggi angkatan perang.

BKR juga tidak berada dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR
hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak
menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai



BAB 4
HUBUNGAN SIPIL MILITER INDONESIA

A. PERKEMBANGAN HUBUNGAN SIPIL MILITER
Pola hubungan sipil-militer memiliki berbagai variasi. Bagus A. Hardito

(1999:144) menggolongkan pola hubungan sipil-militer dapat berupa

dominasi sipil atas militer atau dominasi militer atas sipil, dapat pula

terbentuk kesejajaran antara keduanya dalam mencapai tujuan politik suatu
negara. Sistem rezim pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memiliki
pengaruh terhadap pola hubungan sipil-militer. Pola hubungan sipil-militer
dalam sistem demokratik liberal menganut pada supremasi sipil. Hubungan
sipil-militer dalam negara demokratis ditunjukkan Samuel P. Hutington

(1957:80-99) melalui dua cara yakni:

1. Kontrol sipil subyektif (subjective civilian control), pengendalian ini
dilakukan dengan meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan
kekuasaan sipil. Inti dari kontrol sipil subyektif adalah pengingkaran
independensi militer.

2. Kontrol sipil obyektif (objective civilian control), pengendalian cara ini
dilakukan dengan memaksimalkan profesionalisme militer, kekuasaan
militer akan dikurangi namun diberikan kekuasaan dalam batas tertentu
yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Kontrol sipil obyektif
tidak hanya dilakukan dengan upaya meminimalisasi intervensi militer,
namun juga memerlukan keunggulan otoritas sipil yang terpilih (elected
politicians) dalam semua bidang politik termasuk dalam penentuan
anggaran militer, konsep dan strategi pertahanan nasional, peralatan
persenjataan militer, dan perumusan kurikulum serta doktrin militer.

Sedangkan pada sistem otoritarian, pola hubungan sipil-militer lebih
menekankan pada dominasi peran militer. Dalam rezim militer tidak
ditemukan adanya kontrol sipil dan organisasi militer melakukan tugas-tugas
diluar misi pertahanan keamanan (Hutington, 1957:99). Amos Permultter
(1980:203-205) menjelaskan dua kondisi sebagai peluang bagi militer
melakukan intervensi. Pertama, kondisi sosial. Adanya kelas-kelas sosial
masyarakat yang terpecah belah akibat kepentingan kelompok sehingga tidak
mampu melancarkan aksi terpadu dan rendahnya tingkat aksi sosial
menjadikan tidak adanya kontrol sosial efektif. Kedua, kondisi politik. Struktur
formal negara yang lemah atau disorganisasi, persoalan-persoalan sipil yang
selalu kembali ke militer untuk mendapatkan dukungan ketika struktur politik



BAB 5
MANAIJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN
SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas bagaimana hubungan
sipil militer di Indonesia dan berbagai perspektif teori didalamnya.
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks hubungan sipil-
militer memegang peranan yang sangat penting bagi pertahanan negara.
Dalam era modern yang ditandai oleh kompleksitas ancaman dan dinamika
geopolitik, keterpaduan antara elemen sipil dan militer menjadi kunci dalam
mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. Manajemen SDM yang
baik memastikan bahwa personil militer memiliki profesionalisme dan
kompetensi yang tinggi melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan
karier, dan evaluasi kinerja, sehingga mereka siap menghadapi berbagai
tantangan. Kualitas SDM yang unggul tidak hanya meningkatkan efektivitas
operasional militer, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap
institusi militer sebagai penjaga keamanan negara. Selain itu, manajemen
SDM berperan dalam memastikan integrasi yang efektif antara komponen
sipil dan militer. Kolaborasi antara instansi sipil seperti pemerintah, akademisi,
dan organisasi masyarakat dengan militer sangat diperlukan untuk
menghadapi ancaman multidimensi seperti terorisme, bencana alam, dan
krisis kesehatan. Manajemen SDM yang strategis dapat mengembangkan
program pelatihan bersama, proyek penelitian kolaboratif, dan pertukaran
pengetahuan yang memperkuat sinergi antara kedua pihak.

Lebih lanjut, moral dan etika personil militer adalah fondasi penting
dalam menjaga integritas dan reputasi angkatan bersenjata. Manajemen SDM
berperan dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat melalui
pendidikan dan pembinaan karakter, memastikan personil militer memiliki
komitmen moral yang tinggi untuk menjalankan tugas dengan integritas dan
tanggung jawab. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk
beradaptasi dengan cepat menjadi sangat penting. Manajemen SDM yang
efektif mampu merespons perubahan dalam lingkungan strategis, teknologi,
dan sosial, termasuk kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan
talenta yang sesuai dengan kebutuhan operasional masa depan serta
mengembangkan strategi pengembangan SDM yang fleksibel dan inovatif.
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’

MANAJEMIEN SDiVI

DALAM HUBUNGAN
SIPI. MILITER

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Hubungan sipil-militer bukanlah hanya tentang siapa yang memegang kendali,
tetapi juga tentang bagaimana sinergi antara kedua belah pihak dapat membangun
kekuatan pertahanan nasional yang efektif. Buku ini menggali esensi dari manajemen
sumber daya manusia (SDM) dalam dinamika hubungan sipil-militer, menyoroti peran
krusialnya dalam memperkuat profesionalisme, kompetensi, dan integritas personel
militer untuk tujuan pertahanan negara yang kuat.

Pentingnya manajemen SDM dalam konteks ini tercermin dalam upaya
meningkatkan kualitas dan kesiapan personel militer. Pelatihan, pengembangan karier,
dan evaluasi kinerja menjadi landasan utama untuk membangun prajurit yang handal dan
berkualitas. Buku ini menguraikan tantangan dan solusi dalam aspek pendidikan,
rekrutmen, kesejahteraan, dan pengembangan kepemimpinan, dengan penekanan
pada kurikulum yang relevan, seleksi ketat, perhatian terhadap kesejahteraan personel,
dan pembinaan kepemimpinan yang kuat.

Manajemen SDM yang efektif juga memainkan peran penting dalam menjaga
stabilitas dan keamanan nasional melalui dialog konstruktif antara komponen sipil dan
militer. Kolaborasi dan program pengembangan bersama menjadi instrumen yang vital
dalam membangun sinergi yang harmonis untuk tujuan pertahanan negara yang kokoh.
Transparansi, akuntabilitas, dan inklusi juga menjadi pilar dalam memastikan efisiensi,
efektivitas, dan keadilan dalam manajemen SDM militer.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya moral dan nilai-nilai etika dalam
membentuk karakter dan tindakan bertanggung jawab personel militer. Nilai-nilai ini tidak
hanya membimbing tindakan dalam ranah militer, tetapi juga membangun kepercayaan
publik, mendukung profesionalisme, dan memperkuat kohesi antara TNI dan
masyarakat. Dengan memperhatikan pembelajaran dari pengalaman internasional, buku
ini menawarkan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pertahanan
yang lebih adaptif dan inklusif, serta memperkuat kesatuan nasional dan kesetaraan
gender dalam konteks militer Indonesia."Manajemen SDM dalam Hubungan Sipil Militer
untuk Pertahanan Negara" mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dan
pentingnya manajemen SDM dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertahanan
nasional yang tangguh dan adaptlpDengan pendekatan holistik dan fokus pada integrasi
antara aspek sipil dan militer, bukuini menjadi pan:%yang berharga bagi para praklisiye s
peneliti, dan pembuat kebijakan dalam menge sumber daya manusia untuk
kepentingan pertahanan negara yang optimal. *
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